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PUTUSAN

Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Krw
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARAWANG
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK: 3215105004970004, berdasarkan kartu tanda penduduk
kabupaten karawang tertanggal 11 Juni 2021, Tempat tanggal
lahir, Karawang, 10 April 1997, (umur 27 tahun), agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,, tempat
kediaman di Dusun Kendaljaya Barat RT.012 RW.008, Desa
Kendaljaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir: Karawang, 14 Januari 1991, (umur 33 tahun),
agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,
tempat kediaman di bertempat tinggal di rumah orangtua
bernama Bapak Agus, di Dusun Sungai Sari RT.002 RW.005,
Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2024
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah

Nomor 1126/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 18 April 2024, telah mengajukan hal-

hal sebagai berikut :
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1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut
hukum Islam pada tanggal 08 Januari 2013, dan tercatat di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang dengan bukti Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor; 28/28/01/2013, tertanggal 08 Januari 2013;

2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Gadis
begitupun Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orangtua
Penggugat di Dusun Kendaljaya Barat RT.012 RW.008, Desa Kendaljaya,
Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul); serta
telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Anak, Laki-laki, Karawang,
17 Juni 2013, Umur 10 tahun, SD, Ikut Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 sudah
tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan
antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:

5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terkait keadaan ekonomi rumah
tangga bersama, Tergugat kurang terbuka terkait penghasilan tetap
yang didapatnya, Tergugat memberikan nafkah setiap bulan Rp
1.000.000,00,- (satu juta rupiah) itu juga pemberiannya tidak
menentu dan dirasa Penggugat merasa kekurangan, sehingga untuk
mencukupi kebutuhan setiap harinya Penggugat terpaksa bekerja;

5.2. Di samping itu, Tergugat kurang mencerminkan pemimpin keluarga
yang baik, dimana Tergugat diketahui memiliki sifat acuh dan kurang
peduli dan sudah tidak memberikan perhatian, seperti Tergugat
jarang berada di rumah dan selalu pulang malam, oleh karena hal
tersebut Penggugat merasa kecewa dan rumah tangga sudah tidak

dapat dipertahankan;
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6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah
didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah
berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak
berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat
merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. puncaknya pada
bulan Juli 2021 Tergugat pergi dari rumah kediaman orangtua
Penggugat ke rumah kediaman orangtua Tergugat yang sesuai
dengan alamat Tergugat diatas, dan sejak itu antara Penggugat dan
Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya
suami istri. Dimana sekarang ini Penggugat tinggal di rumah kediaman
orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman
orangtua Tergugat;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik,
sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak
tercapai, dan oleh kerena itu untuk menghindari permasalahan rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai,
maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas
hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat
perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai
berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

2.  Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat).

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
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SUBSIDER:
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal
kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak
mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti :
A. Surat:
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/28/01/2013, tertanggal

08 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah
diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi:
1. Saksi I, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal

dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah

tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai

seorang anak;
Hal. 4 dari 13 hal. Nomor perkara 1126/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2017
rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung

jawab terkait keadaan ekonomi rumah tangga, dan Tergugat tidak

peduli kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun lebih, yaitu sejak bulan Juli

2021, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal,
Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai

dengan sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat

tidak pernah datang lagi kepada Penggugat, sehingga antara
Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan

selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah

bermusyawarah akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan

kembali;
2. Saksi Il, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan

Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah

tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai

seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2017
rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa Saksi sering menyaksikan pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung

jawab terkait keadaan ekonomi rumah tangga, dan Tergugat tidak

peduli kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun lebih, yaitu sejak bulan Juli

2021, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal,
Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai
dengan sekarang; Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah

suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah

tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai

seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2017
rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung

jawab terkait keadaan ekonomi rumah tangga, dan Tergugat tidak

peduli kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun lebih, yaitu sejak bulan Juli

2021, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal,
Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai

dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah

bermusyawarah akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan

kembali;
Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan
mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar
menjatuhkan putusannya;
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Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal

sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut,
akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu
alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan
tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus
dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya
dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah
berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun
kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan dalil gugatan
Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama
Karawang, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan
gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 20187
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya
karena : (1). Tergugat kurang bertanggung jawab terkait keadaan ekonomi
rumah tangga bersama, Tergugat kurang terbuka terkait penghasilan tetap yang
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didapatnya, Tergugat memberikan nafkah setiap bulan Rp 1.000.000,00,- (satu
juta rupiah) itu juga pemberiannya tidak menentu dan dirasa Penggugat merasa
kekurangan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan setiap harinya Penggugat
terpaksa bekerja; (2). Tergugat kurang mencerminkan pemimpin keluarga yang
baik, dimana Tergugat diketahui memiliki sifat acuh dan kurang peduli dan
sudah tidak memberikan perhatian, seperti Tergugat jarang berada di rumah
dan selalu pulang malam, oleh karena hal tersebut Penggugat merasa kecewa
dan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan; Tergugat jarang pulang
kerumah kediaman Penggugat, sehingga sejak bulan Juli 2021 Tergugat telah
pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan tanpa alasan yang sampai
sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan selama itu
Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalii gugatan Penggugat tidak
dibantah oleh Tergugat, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, tetapi
karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus), maka Penggugat tetap
dibebani pembuktian untuk menghindari adanya perceraian yang tidak
beralasan dan tidak berdasar hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan

pembuktian kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR;
Menimbang, bahwa untuk membukikan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan bukti surat (P), serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana

tersebut dalam duduk perkaranya;
Menimbang, bahwa bukti (P), merupakan fotokopi akta autentik sesuai

ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukan aslinya didepan persidangan
(vide Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan
perundangan yang berlaku (vide Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-
Undang Nomor 10 tahun 2020, tentang Bea Meterai), maka bukti tersebut dapat
dipertimbangkan sebagai bukti surat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa
hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan
keterangan dipersidangan dan dibawah sumpahnya masing-masing, serta
saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut
undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing,
yang pada pokoknya Tergugat telah pergi mennggalkan Penggugat sejak bulan
Juni 2021, atau selama 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang (vide Pasal
145, Pasal 146, pasal 171 dan pasal 172 HIR, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), oleh karenanya majelis Hakim berpendapat
scara formil dan materiil, keterangan para saksi tersebut dapat

dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat duhubungkan

dengan alat bukti surat dan saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta
hukum sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah
yang telah menikah pada tanggal 08 Januari 2013, dan tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga

di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang

anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun

dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2017 rumah
tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab

terkait keadaan ekonomi rumah tangga, dan Tergugat tidak peduli kepada

Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa selama 2 (dua) tahun lebih, yaitu sejak bulan Juli 2021,

antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi

meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus

dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan
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Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan antara keduanya telah
berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah
tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha
menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat
merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup
rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam, perceraian dapat terjadi apabila “salah satu pihak meninggalkan pihak
lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang
sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah
tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan
perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan
menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian
dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin
dipertahankan karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan
mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil
adalah perceraian, selaras dengan pendapat Majelis Hakim tersebut patut

dikemukakan doktrin dalam hukum islam sebagaimana disebutkan dalam :
1. Kitab Fighus Sunnah Juz Il halaman 189, sebagai berikut :

elgs are glloian V Loy Las zoill Lluol asg il cacol sl
wwolall Ho cllai Ol Llgd jo=u lagllsl Has 6 uiunll
Ssadl cani bl ail adlls coladl lgilla, siia> o g1l
Logiss TVl e o9

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan

sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa
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dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan,
dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di
damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh
menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika
kemadaratan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu

mendamaikan keduanya";
2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq, juz 1, halaman 83,

yang berbunyi:
sladl o lovai ya> GWall plai MVl ,Lis] 284
uai x> g ghe Vo il lgs9 g2 a2y o9 paz 9]l
Ol olizo iVl QY To, 1t o 6950 ol alos I
allan)l oL U lang asoll gruwll guzgill a5l e oS

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa
ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini
adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim berpendapat :

Bahwa oleh karena unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf

(b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan

untuk melakukan perceraian;

- Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan

Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga

gugatan  Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk
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dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada

Penggugat;
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh

karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga Kkini
sejulmah Rp715.000,00, (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. A.
Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, SH., MH., dan
Muhammad Siddik S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Misbah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
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Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Abu Aeman, SH., MH. Muhammad Siddik S.Ag., MH.
Panitera Pengganti

Misbah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Rp  60.000,00.-
2. Biaya proses Rp  75.000,00.-

3. Biaya panggilan Rp 570.000,00.-

4, Meterai Rp 10.000,00.-
Jumlah Rp 715.000.00.-

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)
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